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ABSTRACT

Historically, the bureaucracies that emerged and
developed today have characteristics inheriting
the traditional value system which grows in the
kingdoms of the past and mixed with colonial-
style bureaucracy and modern ideas. Javanese
traditional bureaucracy is the most influential
among the other regions because of Java as the
center of various activities of socio-political and
socio-economic activities (Hindu-Buddhist), the
Islamic period, the colonial period and the period
of independence. From varius influence men-
tioned aboce in cultural perspective, it seems that
the aspect of feudal-aristochratic values tend to
give more colour on Indonesian government
buerucracy. It is due to the fact that bureaucracy
has been rooted in the socio-political life in Indo-
nesia or Java. Traditional bureaucracy is an in-
teresting thing because the bureaucracy is very
complex when viewed from the historical angle.
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ABSTRAK

Secara historis, birokrasi yang muncul dan
berkembang sekarang ini mempunyai ciri khas
mewarisi sistem nilai tradisional yang tumbuh
di masa kerajaan-kerajaan masa lampau dan ber-
campur dengan birokrasi gaya kolonial serta ide-
ide modern. Birokrasi tradisional Jawa paling
berpengaruh di antara daerah lain karena Jawa
sebagai pusat berbagai aktivitas sosio-politik dan
sosio-ekonomi masa kuno (Hindu-Budha), masa
Islam, masa kolonial dan masa kemerdekaan.
Dari berbagai pengaruh di atas-dalam perspektif
kultural-nampaknya unsur nilai-nilai tradisional
yang feodal-aristokratis cenderung lebih besar
mewarnai sosok birokrasi pemerintah Indonesia
disebabkan birokrasi tersebut telah mengakar
dalam kehidupan sosio-politik di Indonesa atau
Jawa. Birokrasi tradisional sebagi hal yang
menarik karena birokrasi tersebut bersifat sangat
komplek jika dilihat dari sudut historisnya.

Kata kunci: birokrasi, tradisional, Jawa

PENDAHULUAN

Kerajaan Mataram kuno (Hindu-
Budha) dan modern (masa Islam), meru-
pakan kerajaan yang dari berbagai
aspek merupakan representasi dari sis-
tem pemerintahan di Jawa bahkan
Nusantara. Hal ini disebabkan, pusat
dari berbagai karakter kerajaan Hindu-
Budha dan Islam pada umumnya dan
mayoritas berada di Pulau Jawa. Jika
kita berbicara masalah kerajaan Hindu-
Budha maka tak dapat lepas dengan In-
dia, sementara jika berbicara tentang
kerajaan Islam, tak dapat lepas dari ke-
budayaan dan agama yang berasal dari
Timur Tengah, yaitu Islam.
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Perkembangan sejarah kerajaan
Hindu-Budha di Indonesia tidak mung-
kin dilepaskan dengan negara-negara
disekitarnya antara lain India. Hubun-
gan India-Indonesia sejak awal tarik
masehi mempengaruhi segala aspek ke-
hidupan masyarakat. Namun tidak ter-
dapat data sejarah yang pasti mengenai
waktu dan siapa yang menyebarkan
pengaruh India di Indonesia. Pemakaian
istilah Penghinduan sering kali diguna-
kan untuk menyebut pengaruh India di
Nusantara. Namun sebenarnya istilah
tersebut kurang tepat karena dua alasan
yaitu (1) akulturasi kebudayaan di
Nusantara tidak hanya dengan Hindu
namun juga pengaruh agama Budha (2)
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agama Hindu dan Budha memiliki per-
bedaan yang nyata terkait tentang
ajaran-ajarannya (Soekmono,1959;7).
Namun demikian di Indonesia, pe-
makaian istilah Hindu untuk menunjuk-
kan pengaruh Hindu dan Budha tetap
sulit dihindarkan dan terpaksa diguna-
kan (Hall, 170:12).

Dalam sejarah kerajaan Islam di
Nusantara maka kita menghubungkan
hal tersebut dengan perdagangan
strategis di kawasan Asia Tenggara.
Ketika agama Islam lahir di Timur Ten-
gah (Arab) dengan cepat berkembang
diberbagai kawasan termasuk Asia.
Penyebar agama Islam dari berbagai
status sosial termasuk para pedagang.
Para pedagang dari Arab, Persia dan
Gujarat (India) juga turut meramaikan
perdagangan di Selat Malaka.

Pada akhirnya, kerajaan-kerajaan
tradisional di Nusantara baik bercorak
Hindu-Budha atau Islam, memberi ber-
bagai pengaruh terhadap munculnya
birokrasi di Indonesia. Birokrasi tra-
disional di Jawa merupakan birokasi
yang mendapat percampuran dari aspek
lokal (Indonesia), Hindu-Budha dan Is-
lam. Birokrasi tradisional di Jawa meru-
pakan hal yang menarik untuk dibahas
karena birokrasi di Jawa pada akhirnya
mempengaruhi sebuah sistem sosio-
politik pemerintahan Indonesia, karena
mayoritas rakyat Indonesia merupakan
etnis Jawa dan pada umumnya birokrasi
pemerintahan Indonesia, sejak masa ko-
lonial sampai sekarang, tetap didomi-
nasi oleh orang-orang Jawa.

BIROKRASI TRADISIONAL PENING
-GALAN KERAJAAN

Kerajaan-kerajaan tradisional di
Indonesia, pada umumnya terbagi
dalam dua kategori, yaitu kerajaan
maritim dan kerajaan pedalaman atau
agraris. Dalam kerajaan maritim, bi-
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rokrasi ditujukan untuk melayani se-
buah ekonomi perdagangan,sedangkan
kerajaan agraris memfokuskan pada
ekonomi pertanian. Kerajaan-kerajaan
tradisional yang paling berpengaruh di
Jawa, termasuk pengaruh Hindu-Budha
dan Islam, pada umumnya bersifat
agraris. Dalam membangun sistem
politik yang dapat menjamin stabilitas
sebagai prasyarat pembangunan eko-
nomi, perlu dilakukan usaha menyehat-
kan birokrasi pemerintahan dengan sis-
tem birokrasi modern yang efektif dan
efisien. Namun perlu diketahui muncul-
nya birokrasi modern merupakan se-
buah perjalalanan panjang dari suatu
negara, yang mana sebelumnya meng-
gunakan sistem birokrasi tradisional.
Hegel berpendapat, jika warga
dari sebuah negara atau kerajaan dibiar-
kan mengatur dirinya sendiri, maka
akan terjadi kekacauan karena masing-
masing warga akan memperjuangkan
kepentingannya subjektifnya melawan
kepentingan subjektif warga lain. Ne-
gara merupakan penjelmaan kepentin-
gan masyarakat sehingga perlu adanya
struktur yang menjembatani antara The
State yang merefleksikan kepentingan
umum, dan civil society yang terdiri dari
pelbagai kepentingan khusus dalam
masyarakat (Hegel, dalam Arief Budi-
man, 1982: 5-6). Namun pendapat terse-
but tidak sesuai dengan pemikiran Karl
Marx karena Marx berpendapat, negara
hanyalah alat dari kelas yang berkuasa
yakni kelas bangsawan di negara feodal
dan kelas kapitalis di negara kapitalis.
Berbicara masalah birokrasi tra-
disional, sangat relevan dengan penda-
pat Marx di atas. Sulit dipungkiri bahwa
dalam birokrasi tradisional pada umum-
nya, termasuk di Indonesia, kerajaan
atau pemerintahan hanyalah alat dari
golongan bangsawan untuk tujuan yang
bersifat subjektif bagi golongannnya.
Meskipun mereka juga memperjuang-
kan kepentingan masyarakat atau
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rakyat namun hal ini bersifat sekunder.

Kekuasaan tradisional bersifat
dominan dan sumber kekuasaan tra-
disional adalah waktu. Dominasi jenis
ini bersandar pada pembangunan ke-
percayaan pada kesucian-kesucian tard-
isi masa lampau dan legitimasi atas
status penggunaan kewenangan terha-
dap bawahan (Max Weber, dalam Budi
Santoso,1993: 17).

Negara kerajaan yang menganut
sistem patrimonial akan memberikan
kewenangan kepada raja untuk menga-
tur pembagian kehormatan, kemakmu-
ran dan kedudukan rakyat. Raja yang
memiliki tanah melimpahkan pengua-
saannya pada anggota keluarga raja dan
orang-orang yang dianggap berjasa
kepada raja, tanah tersebut disebut lung-
guh. Keluarga raja disebut sentana, dan
para pembantu raja disebut sebagai abdi
dalem. Abdi dalem merupakan anggota
masyarakat yang duduk dalam bi-
rokrasi kerajaan, yang berfungsi sebagai
perantara antara raja dengan kawula-
nya. Dalam sistem semacam ini, anggota
masyarakat terbagi dalam dua kategori
yaitu sebagai abdi dalem dan wong cilik.
Para abdi dalem oleh raja diberi hak-hak
atas tanah, menarik pajak dari rakyat
tanpa ada batasan yang jelas, yang ke-
mudian pajak tersebut diserahkan pada
raja setelah sebelumnya abdi dalem men-
gambil sekedarnya.

Dalam kerajaan-kerajaan tra-
disional khususnya di Jawa, konsep
magis-religius memainkan peranan
yang sangat pokok dalam rangka untuk
kepentingan legitimasi kekuasaan serta
untuk penempatan status yang membe-
dakan dalam masyarakat yaitu antara
raja dan rakyat atau antara pemerintah
dan yang diperintah. Di samping itu ,
dalam melanggengkan kekuasaan, raja
mempunyai aturan praktis dan tentunya
ditopang oleh instrumen pendukung
berupa perlengkapan teknis (birokrasi
kerajaan) dan perlengkapan material
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(kekayaan raja atau kas kerajaan).

Ketika eksistensi negara atau
kerajaan ditentukan oleh tata tertib yang
dipatuhi oleh segenap elemen kerajaan
dan masyarakat, maka hal ini sesuai
dengan konsep dan pola pikir masyara-
kat Jawa tradisional atau masa lalu yang
mengedepankan keteraturan alam.
Alam merupakan petunjuk kehidupan
terkait dengan masalah keteraturan den-
gan hukum alam seperti pergantian
siang-malam, bergulirnya musim secara
teratur, siklus konsep trinitas kehidupan
yaitu lahir, tumbuh dan mati serta pe-
tunjuk alam lainnya. Keteraturan alam
sangat sesuai dengan keteraturan sosial
dalam masyarakat Jawa tradisional se-
hingga kehidupan akan terasa aman jika
masalah sosial sesuai dengan tata alam
semesta. Keselarasan merupakan kon-
sep hubungan antara manusia, mikro-
kosmos dan makrokosmos, manusia
dengan alam atau lingkungan hidup-
nya.

Kerajaan sebagai sebuah lem-
baga yang dimiliki dan dipertahankan
oleh raja sehingga perlu adanya legiti-
masi raja untuk mempertahankan
statusnya dengan menganggap bahwa
raja sebagai wakil Tuhan di dunia atau
citra alam raya. Maka dari itu masyara-
kat Jawa akan mengganggap bahwa ne-
gara telah memenuhi kewajiban-
kewajibannya bila negara telah mewu-
judkan tata tertib formal dalam negara
atau kerajaan. Di samping itu, negara
juga mendorong suatu ketenteraman
batiniah melalui praktik-praktik keaga-
maan.

Hubungan antara agama dan
legitimasi kekuasaan pada masa kera-
jaan tradisional melahirkan kekuasaan
mutlak kepada raja. Kekuasaan raja se-
bagai bagian dari kekuasaan Tuhan di
bumi tidak akan mungkin dibatasi oleh
masyarakat atau kawula. Kedudukan
raja yang demikian sehingga seluruh
aparat kerajaan merupakan perpanjan-
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gan kekuasaan dari sang raja. Meski
demikian, adakalanya rakyat memiliki
keberanian untuk menentang kesewe-
nang-wenangan raja dengan cara men-
ghimpun kekuatan masyarakat untuk
memberontak. Namun, jika ekonomi
agraris yang berswasembada dapat di-
wujudkan oleh pemerintahan, maka
perlawanan terhadap raja dalam wujud
pemberontakan dapat diminimalisir.
Pemberontakan besar dapat terjadi jika
raja memerintah secara kejam atau
kedudukannya lemah dan bersikap
kurang perhatian terhadap rakyat se-
hingga masyarakat tidak dapat me-
menuhi kebutuhan hidup yang paling
sederhana.

Negara merupakan pranata
sosial sehingga terdapat dua unsur
penting yang mengiringinya yaitu
antara kawula-gusti, pemimpin dan pen-
gikut. Dalam kehidupan tradisional
Jawa, hubungan antara hamba dan tuan
merupakan ikatan pribadi dan akrab,
saling menghormati dan akrab sehingga
semuanya dianggap sebagai kerabat.
Dalam mistis Jawa, pelukisan kawula-
qusti sebenarnya mendramatisir suatu
kedudukan atau status sosial, terutama
konsep gusti yang dianggap sebagai
status mulia dan tertinggi sebagai sifat-
sifat yang sama antara manusia dan Tu-
han. Hal ini tentunya dalam rangka le-
gitimasi sosial untuk menunjukkan per-
bedaan status yang jelas antara tuan
dengan hambanya meski dianggap
dalam ikatan kerabat sekalipun.

Konsep kawula-gusti diwarnai
pemikiran Jawa akan percaya dengan
nasib atau takdir sehingga munculnya
dua golongan antara wong cilik (orang
biasa) dan penggedhe (golongan pen-
guasa) dari sisi hubungan hamba-tuan
sebagai hubungan antara hak dan kewa-
jiban yang selaras sebagai perwujudan
dari takdir yang harus diterima semua
pihak (Moertono, 1985:19).

Konsep semacam itu, khusus-
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nya pada masa Mataram Islam sebagian
besar dipengaruhi konsep ajaran Islam
dan hanya sebagaian kecil mengadopsi
tradisi lama dari masa Hindu-Budha di
Nusantara atau pengaruh India. Untuk
mengurangi ketegangan-ketengan sosial
dalam sistem sosio-politik dan sosio-
ekonomi, terdapat kepercayaan di
masyarakat bahwa nasib tidak dapat
diprediksi atau diramal. Pembangunan
opini tersebut diperkuat dengan
peristiwa-peristiwa sejarah untuk mem-
perkuat opini tentang masalah takdir
atau nasib tersebut. Contohnya kisah
Jaka Tingkir dan Kisah Ki Ageng
Pamanahan dari Babad Tanah Jawi atau-
pun cerita-cerita pewayangan yang
menjadi bagian dari filosofis masyarakat
Jawa dalam melakukan hubungan sosial
sesama manusia bahkan hubungan
denga Tuhan.

Meski ramalan atau takdir tidak
dapat diprediksi, namun terdapat ke-
yakinan dalam masyarakat bahwa ter-
dapat tokoh-tokoh tertentu di masyara-
kat yang dapat membaca isyarat alam
tentang peristiwa yang akan terjadi
dalam masyarakat. Tokoh-tokoh yang
diyakini mempunyai linuwih semacam
itu adalah ramalan Jayabaya (Raja
Kediri) serta pada masa Mataram Islam
yaitu ramalan Ronggowarsito. Salah
satu ramalan yang mempunyai akurasi
kebenaran untuk memperkuat keyaki-
nan pada ramalan tersebut adalah ke-
datangan pasukan Jepang dan bera-
khirnya masa koloni Belanda di Nusan-
tara.

Hubungan antara raja dan rakyat
juga menunjukkan adanya saling keter-
gantungan antara dua aspek yaitu
pimpinan dan yang dipimpin. Adanya
hubungan yang khas tersebut pada
masa Mataram Islam merupakan wujud
dari sinkritisme dengan mendapat un-
sur filosofis India. Dengan pemikiran
imaginatif-proyektif, orang Jawa
melambangkan kesatuan kawula-gusti
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dengan benda yaitu keris sebagai sen-
jata kebesaran. Dua bagian keris sebagai
simbol hubungan tersebut yaitu
warangka (sarung) yang disamakan den-
gan rakyat, dan curiga (mata) yang di-
gambarkan sebagai raja. Nilai keris diu-
kur dengan kekuatan gaib yang dikenal
sebagai pamor (tatahan besi meteorit
pada matanya) dan diperoleh dari ke-
kuatan magis sang pembuat yaitu empu.

Konsep negara, raja atau ratu
dalam pola sosio-politik di Jawa tra-
disional, penguasa atau raja merupakan
eksponen mikrokosmos dari negara.
Pandangan tentang mikrokosmos
(dunia manusia) dan makrokosmos
(dunia supranatural) sebagai pandan-
gan pokok masyarakat Jawa. Terdapat
dua pemahaman masyarakat Jawa men-
genai kehidupan negara yaitu: pertama,
kesejajaran antara mikrokosmos dan
makrokosmos. Kedua, adanya pengaruh
timbal balik antara mikro dan makro-
kosmos. Faktor-faktor tersebut menen-
tukan ketertiban sosial atau tata
masyarakat yang sangat terkait dengan
masalah hukum alam semesta. Hal
demikian pada akhirnya melahirkan
masyarakat konserfatif atau tradisional
(Moertono, 1985: 32).

Pada masa Mataram Hindu dan
Mataram Islam terdapat perbedaan
dalam penerapan konsep raja sebagai
pusat mikrokosmos negara dan puncak
hierarki-status dalam negara. Pada masa
kekuasaan Hindu, kesejajaran antara
mikro dan makrokosmos, raja Jawa
disamakan dengan dewa, biasanya
dewa Wisnu. Sementara itu, konsep ke-
kuasaan berdasar Islam, khususnya
pada masa kerajaan Mataram, ajaran
Islam menolak adanya konsep manung-
galing kawula gusti atau konsep penya-
masuaian antara manusia dengan Tu-
han. Jika konsep manunggaling itu di-
paksakan maka akan muncul resistensi
dari para pembesar agama seperti yang
dialami oleh Syeh Siti Jenar. Dalam te-
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ologi Islam, kedudukan manusia yang
paling tinggi selain nabi hanya sebatas
kalipatullah atau wali Tuhan di dunia.
Dalam rangka memperkuat legitimasi
agama, maka raja Islam di Jawa meng-
gunakan gelar kalipatullah. Gelar terse-
but sangat berjasa untuk meningkatkan
kebesaran raja yang dianggap berjasa
dalam mengembangkan ajaran Islam.

Namun, perbedaan konsep status
raja pada masa Hindu dan Islam di Jawa
tersebut, tidak mengurangi posisi pokok
raja yang berhubungan dengan masalah
kekuasaan yang mutlak atas para kawula
atau rakyatnya. Dengan perkembangan
Islam yang telah mewarnai kehidupan
sosio-politik, pada akhirnya muncul
persaingan terselubung antara raja dan
para bupati di sisi lain dengan para
ulama atau pembesar keagamaan. Na-
mun, pada masa Mataram Islam, per-
saingan itu pada umumnya dimenang-
kan oleh pemegang kekuasaan duniawi
atau raja. Oleh sebab itu, dalam me-
negakkan kepemimpinan sosial di
masyarakat Jawa saat itu, sering terjadi
pertentangan antara golongan agama
melawan golongan priyayi atau kekua-
tan sekuler sehingga dalam kerusuhan
dan pemberontakan dalam suatu kera-
jaan, unsur-unsur golongan agama ser-
ing terlibat di dalamnya.

Sebagai “orang pilihan”, raja di
Jawa yang mempunyai kekuasaan dan
tanggung jawab tunggal maka mereka
yang menjadi raja haruslah orang yang
mempunyai kriteria tertentu yaitu ke-
cakapan jasmani dan rohani. Masyara-
kat Jawa beranggapan bahwa keunggu-
lan fisik seorang raja bisa dilihat dalam
sinar wajah raja sementara raja yang bu-
ruk diidentikkan dengan orang yang
cacad secara fisik atau mental.

Masyarakat Jawa mengambarkan
raja ideal sebagai sosok yang mempun-
yai kekuasaan tak terbatas dan tidak
dapat diatur oleh cara-cara duniawi, na-
mun dalam dirinya terdapat kekuasaan
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yang mencerminkan atau identik den-
gan jiwa ke-Ilahian. Raja harus secara
terus menerus mencari tuntunan Illahi di
dalam batinnya sehingga jika per-
syaratan itu tercapai maka akan muncul
sikap bijaksana dari seorang raja. Kon-
sep kawicaksanan atau bijaksana tersebut
merupakan alat utama dalam usaha
bina-negara pada masyarakat tra-
disional Jawa. Syarat lain bagi seorang
raja bijaksana adalah kemampuan
dalam memilih orang-orang keper-
cayaan atau pegawai-pegawainya se-
hingga raja harus memiliki ilmu dalam
mempelajari watak atau karakter manu-
sia.

Secara umum, kedudukan raja di
Jawa berdasarkan konsep kesinambun-
gan, khususnya berdasar hubungan da-
rah. Bahkan hanya berdasarkan hubun-
gan genealogis tersebut, seseorang da-
pat memperoleh aura atau sinar keagun-
gan karena dianggap masih kerabat
kerajaan. Hal ini terjadi sejak masa
Hindu-Budha di Nusantara namun ke-
datangan Islam yang mempengaruhi
berbagai elemen kehidupan tidak me-
rubah kebiasaan kesinambungan ber-
dasar kekerabatan tadi bahkan malahan
diperkuat oleh kebiasaan budaya di
Arab untuk menggabungkan nama
salah seorang leluhur dengan namanya
sendiri. Hal ini juga ditiru oleh masa
feodal di Mataram Islam. Hal tersebut
bertujuan untuk memperkaut legitimasi
sosial, agama dan politik agar masyara-
kat atau rakyat setia pada sang raja se-
hingga kekuasaan mereka menjadi lang-
geng.

Dalam pengesahan seseorang
menjadi raja, pada umumnya juga
menghadirkan tokoh agama untuk
memperkuat legitimasi keagamaan.
Cara pengesahan raja selain berdasar
keturunan juga didasarkan pada keper-
cayaan adanya wahyu (persetujuan Tu-
han berdasar firasat atau kejadian ter-
tentu, dalam istilah Jawa sering dikata-
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kan pulung). Cara pengesahan raja yang
demikian sebagai upaya meningkatkan
kewibawaan sang raja. Hal ini disebab-
kan, jika raja merupakan sumber kekua-
tan yang utama dan pokok, menyeluruh
dan bersifat tunggal dalam negara, per-
hatian utamanya tentunya meningkat-
kan kewibawaan itu sendiri. Cara lain
meningkatkan kewibawaan dan ke-
megahan raja adalah adanya silsilah
raja. Semakin banyak tokoh-tokoh
penting, nyata ataupun fiktif yang leg-
endaris, menjadi bagian dari silsilah raja
serta semakin panjang silsilah raja,
maka hal ini berdampak positif terha-
dap martabat raja. Pada masa Jawa Is-
lam tersebut, fungsi pusaka raja dan
kerajaan juga memperkuat posisi raja.
Benda magis tersebut sebagai bagian
dari alat untuk meningkatkan aura kera-
jaan.

Sementara itu, kekayaan raja juga
bagian dari kultus kemegahan.
Kekayaan mencakup banyak hal antara
lain rakyat yang jumlahnya banyak dan
anggota keluarga kerabat raja yang be-
sar mampu memberi dukungan kepada
eksistensi sang raja. Jumlah rakyat yang
banyak dapat diartikan bahwa upeti
kerajaan akan semakin besar serta jum-
lah kekayaan yang digali dari alam akan
bertambah banyak. Dengan sumber pe-
masukan yang mencukupi, kerajaan
akan dapat membentuk pasukan yang
kuat serta birokrasi yang relatif lengkap
dalam menunjang sistem pemerintahan.

Dengan kultus kemegahan ini,
maka dapat ditafsirkan bahwa tujuan
utama kedudukan raja di Jawa untuk
mengejar kemuliaan dan praktik bina-
negara. Namun dalam perspektif cita-
cita dan kosmologi, kedudukan raja
Jawa sebagai cerminan pemerintahan
Tuhan yang bertujuan mempertahankan
keselarasan dan ketertiban dalam ke-
hidupan. Hal ini berarti, raja tidak se-
mata-mata bercita-cita menumpuk
kekayaan untuk kepentingannya
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sendiri. Dalam tradisi Jawa, harta benda
bukanlah sebagai tujuan hidup. Mereka
cenderung mengganggap kebesaran
atau agungnya seseorang atau raja di-
karenakan kebesaran atau kesempur-
naan batin. Mementingkan kekayaan
atau bersikap materialistis dianggap se-
bagai sikap tercela. Tanda-tanda kebe-
saran raja juga diperhatikan oleh rakyat-
nya. Penyalahgunaan kekuasaan diang-
gap sebagai tanda bahwa kebesarannya
menyusut sehingga keruntuhan segera
datang.

Menurut Schrieke, raja Jawa kuno
atau Mataram Hindu-Budha yang ma-
buk kekuasaan dan sikapnya kurang
layak terhadap rakyatnya dianggap se-
bagai tanda-tanda masa kehancuran
atau pralaya. Raja yang kejam dan bengis
juga dikutuk oleh rakyatnya. Namun,
dalam suatu masyarakat yang tingkat
kepercayaan kepada nasib sangat domi-
nan, reaksi terhadap penyimpangan raja
lebih dinyatakan dengan tindakan
menghindar daripada mencampurinya.

Sementara itu, pada masa Mata-
ram Islam sering kali wujud protes
rakyat terhadap penguasa dilakukan
melalui sindiran kesenian melalui per-
tunjukan umum seperti lelucon tokoh-
tokoh badut dalam seni drama Jawa,
wayang kulit, wayang wong, ketoprak,
ludruk dan lain-lain. Pengungkapan
pendapat umum melalui kreasi seni
tersebut tidak pernah tercatat karena
tidak termasuk dalam lingkungan is-
tana. Dalam masyarakat Jawa, badut
dan pelawak secara tradisional mem-
punyai kekebalan hukum karena ke-
jenakaan mereka. Ucapan-ucapan kritis
mereka terhadap pemerintahan, orang-
orang penting dan situasi kehidupan
masyarakat merupakan hal yang ter-
lindungi oleh kekuatan pulung. Maksud-
nya, karena para badut atau pelawak
tersebut sebenarnya mempunyai kekua-
tan gaib sehingga dianggap berbahaya
jika akan dilakukan tindakan hukum
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akibat sikap kritisnya.

Sementara itu, tidak seluruh
rakyat akan tunduk kepada kekuasaan
raja sehingga dalam kerajaan Mataram
beberapa kali terjadi pemberontakan.
Untuk menyatakan pemberontakan ter-
hadap sang tuan yang sah, orang Jawa
menggunakan kata mbalik (harfiah: balik
muka), mbeka (bandel), mbalela
(memberontak), dan ungkapan madeg
kraman yang dapat diterjemahkan den-
gan “mendirikan pemerintahannya
sendiri”, dan bertujuan untuk memben-
tuk wilayah kekuasaan yang baru atau
mungkin suatu pemerintahan baru yang
menentang pemerintahan yang ada. Se-
benarnya jika kita menyelidiki pem-
berontakan dan perlawanan dalam
masa Mataram dan bahkan sampai
akhir abad XIX, tujuan suatu pemberon-
takan tampaknya hampir selalu untuk
membentuk suatu pemerintahan yang
merdeka, lengkap dengan peralatan
upacara serta seperangkat lengkap peja-
bat-pejabat tinggi. Bahkan kerusuhan
yang berskala kecil demikian juga,
karena gagasan identifikasi magis mem-
buat peniruan yang demikian menjadi
penting sekali bagi keberhasilan usaha
tersebut. Suatu pemikiran magis dan
religius dapt dilihat dari kenyataan
bahwa banyak perebut kekuasaan me-
mulai usahanya dengan menghindari
atau meninggalkan ibukota, yaitu kra-
ton, untuk hidup dalam pengasingan
dan melakukan samadi, dengan harapan
memperkuat batinnya untuk mengha-
dapi konfrontasi kekuatan yang akan
datang. Contoh dari zaman dulu,
walaupun dalam keadaan yang agak
berbeda, adalah Raja Airlangga yang
sesedah runtuhnya pemerintahan Dhar-
mawangsa Anatavikrama (991-1017)
bersembunyi selama dua tahun dan
hidup sebagai seorang pertapa dalam
biara di hutan Panaraga,

Nilai-nilai Jawa lebih menekankan
pada ketentraman atau keharmonisan
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ataupun kerukunan, yang merupakan
suatu konsep untuk mengendalikan
konflik terbuka. Nilai-nilai Jawa ini ber-
kaitan dengan nilai-nilai yang ada pada
prinsip hubungan patron-client atau
patrimonialisme (Muhaimin, 1990:61).
Dalam hubungan antara raja dengan
bawahannya, terdapat strategis tertentu
agar hubungan vertikal tersebut tetap
berjalan normal. Untuk memper-
tahankan kekuasaan atas para bawa-
hannya, raja menggunakan tiga cara
yaitu: Pertama,menggunakan cara
kekerasan atau bahkan memberikan hu-
kuman berat atas lawan-lawan
“politiknya” dan juga kerabat raja yang
tidak setia. Kedua, memaksa tokoh ter-
tentu untuk menetap lama di istana se-
dang daerah kekuasaan tokoh tersebut
untuk sementara dipercayakan kepada
orang lain. Ketiga, menjalin persekutuan
melalui strategi perkawinan.

BIROKRASI MASA KOLONIAL

Kehadiran dan pengaruh kolo-
nial Belanda di Indonesia, tidak secara
serta merta merubah struktur kekua-
saan sosio-politik di Jawa pada khusus-
nya dan Indonesia, pada umumnya.
Bagi pemerintahan Belanda, kepentin-
gan utamanya adalah di bidang eko-
nomi dan penguasaan politik. Sejauh
kedua kepentingan tersebut tidak ter-
ganggu maka permasalahan di luar hal
tersebut, nampaknya diabaikan.

Sebagai sebuah usaha ekonomi
dan politik di Indonesia, pemerintah
Belanda menggangkat pejabat-
pejabatnya sendiri dengan dua sistem.
Pertama, daerah secara penuh diatur
oleh Belanda, termasuk pengangkatan
pejabat birokrasinya. Kedua, Pemerin-
tahan ganda yaitu yaitu pengangkatan
birokrasi sebagian daerah diangkat oleh
pemerintah Belanda, sebagian daerah
oleh birokrasi tradisional. Pada umum-
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nya, orang-orang pribumi yang diang-
kat dalam jajaran birokrasi kolonial,
disebut sebagai priyayi.

Tujuan dari pengangkatan para
priyayi tersebut untuk eksploitasi dan
penguasaan politik karena mereka me-
rupakan kepanjangan tangan dari kolo-
nial. Bahkan para ambtenaar/ pangreh
praja merupakan priyayi yang mempun-
yai kekuasaan dan kedudukan kuat
dalam masyarakat. Para priyayi tersebut,
secara sosiologis termasuk sebagai peng-
gedhe atau golongan pejabat dan
cenderung dituankan oleh masyarakat
kebanyakan. Kecenderungan priyayi
menjadi sebuah status didukung oleh
gaya hidup yang khas, yang tumbuh di
kalangan para priyayi sendiri yang me-
nekankan pada kemajuan dan gaya
hidup kebarat-baratan. Mereka men-
gadapsikan kehidupan ketimuran pada
budaya dan kognisi kemoderenan
seperti etika dan estetika. Mereka
cenderung menyukai penggunaan Ba-
hasa Belanda sebagai bagian dari status
sosial. Hal ini berbeda dengan abdi
dalem yang tetap berorientasi pada nilai-
nilai konservatif dan klasik serta peng-
gunan Bahasa Jawa halus model kera-
ton.

Beberapa upaya reformasi bi-
rokrasi dilakukan oleh Belanda, salah
satunya membatasi kekuasaan bupati
sebagai salah satu pusat kekuasaan tra-
disional. Di samping itu, Belanda men-
gupayakan birokrasi yang profesional
dengan orientasi disiplin tinggi, jujur,
dan menghargai hukum yang dikenal
sebagai beambtenstaat. Beambtenstaat
pada masa periode 1900-1942 meru-
pakan birokrasi yang paling baik dalam
sejarah Indonesia selama ini.

Meski demikian, keberhasilan re-
formasi birokrasi pada masa kolonial
tersebut, tidak mampu mengubah corak
serta karakter pangreh praja. Dari gam-
baran tersebut, dapat dilihat kedatangan
kolonial belum bisa menggeser atau
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mengubah lingkungan pangreh praja
yang tetap mempertahankan nilai-nilai
tradisional. Perubahan ini nantinya akan
terwujud saat masa Pendudukan Jepang
serta pascakemerdekaan Indonesia.

SIMPULAN

Secara historis, birokrasi yang
muncul dan berkembang sekarang ini
mempunyai ciri khas mewarisi sistem
nilai tradisional yang tumbuh di masa
kerajaan-kerajaan masa lampau dan ber-
campur dengan birokrasi gaya kolonial
serta ide-ide modern. Birokrasi tra-
disional Jawa paling berpengaruh di
antara daerah lain karena Jawa sebagai
pusat berbagai aktivitas sosio-politik
dan sosio-ekonomi masa kuno (Hindu-
Budha), masa Islam, masa kolonial dan
masa kemerdekaan.

Dari berbagai pengaruh di atas-
dalam perspektif kultural-nampaknya
unsur nilai-nilai tradisional yang feodal-
aristokratis cenderung lebih besar me-
warnai sosok birokrasi pemerintah In-
donesia disebabkan birokrasi tersebut
telah mengakar dalam kehidupan sosio-
politik di Indonesa atau Jawa . Birokrasi
tradisional sebagi hal yang menarik
karena birokrasi tersebut bersifat sangat
komplek jika dilihat dari sudut historis-
nya.
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